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pembinaan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan terhadap
seorang narapldana. Secara sistemik, apabila lepas barsyarat
Cdifungsionalisasikan dalam kerangka sistem, dapat berfungsi untuk
mendukung kKesatuan sentencing policy dalam slstem perasdilan
pldana. Dalam hal demikian dapat digunakan untuk melakukan
penilaian kemball terhadap pemldansan vang telah ada
(redetourneming of punishment). Secara operasional dapat
diwujudkan untuk mengqrangi dampak negatif Jdisparitas pidana,
dengan jalan pelaksanaan lapas barsyarat diarahkan dalam
kKerangka barfikir untuk menyesusikan pemidanaan, untuk menghindari
kecemburdan antar narapidana.

Dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat, balk dalam kerangka
fungsi pembinaan dan pemikiran sistemik terdapat beberapa Kendala
antara lain terlalu banvaknya prosedur dan persyaratan vang harugs
dipenuhi, kurang adanya dana dan sarans prasarana yang memadal,
belum adanya kesamaan konseap dari lembaga-lembaga vang terkait
dalam pelaksanaan lepas bersyarat dan pelaksanaan lepas bersyarat
vang semata-mnata diorientasikan dalam kontek fungsi pembinaan dan
kurang berfikir sistemilk.
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Bag I

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Lembaga pemasvarakatan sebagal salabh satu sub-sistem
dari aistem peradilan pidana, berfungsi sebagail lembaga kKoreksid
mempunyail tugas melaksanakan ocemasyarakatan narapidana. Melaluil
sistem pemasyvarakatan, narapidana divempatkan sebagal subjek
dan  dipandang sebagal pribadi dari warga negara vang tersesat
sehingga butuh bimbingan dan didikan, untuk Kembali menjadi
anggota masyarakKat sosialis Indonesia vang baik.

Dari hal-~hal tersebut i alas dapat'dikemukakan bahwa
melalul sistem pemasvarakatan dapat diidentifikasi adanya dua
tujuan utama penvelenggarsan panasvarakatan adalah pembinaan
dan . pengentasan fterpidana. Berkaltan dengan fungsi
pemasvarakatan dan pembinaan rnarapidana, menurut pendapet
Sahardjo dan diperkuat oleh pendapat Komariah Emong, dJdikatakan
bahwa konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagal tujuan
dari pildana penjara, melsainkan merupakan suatu sistem pembinaan
auatu metodologil dalam bidang "Lrealment oF oFfenders’.

{(R. aAachmad $ dan Romli A : 19769)

Pemahaman dan pengamalan dari petugas lembaga
pemasyarakatan vang terlalu sempit terhadap fungsi sistem pe
masyarakatan, semata-mata dipandang sebagal sistem pambinaan,
dalam arti sistem pemasyarakatan sebagai suatu metodologi
pambinaan, tanpa melihat keterkaltannya dalam kerangka sistem
peradilan pidana dengan sub-~sistem - sub-sistem vang lain,
dapat mengkerdilkan fungsi sistem pemasyvarakatan dan membuat
lembaga pemasyarakatan bwarsifat kurang aspiratif dalam
mendukung kKeberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan
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pidana. Dalam kaitan ini Muladi berpendapat sebagai berikut:

"Sistem pemasyarakatan dalam Kkerangka sistem peradilan
pidana balk sendiri-sendiri maupun secara Kkeseluruhan
dapat dilihat tidak hanys sebagal sistem fisik
(physical system) tetapil jugs sebagal sistem abstrak
(abstrac system) yang sarat dengan nilai-nilai (value
loaded)" . (Muladi : 1994)

Bertumpu pada Kenvataan bahwa sistem pemasvarakatan
terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, baik secara Fisik
maupun abstrak, Muladi lsbih jauh berpendapat bahwa :

“Apa vang dilakukan oleh para pejabat koreksi lebih
berorientasi ke dalam (in-ward looking). Karakteristik
sistem dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak
menonjol dan ada kesan low profile. Hal ini nampak pada
kKurang berfikir purposive, Kurang berfikir menyeluruh,
lebih melihat pemasyarakatan sebagai metode pambinaan
darl pada sebagal sub-sistem peradilan pidana.
Transformasi nilai terhadap sub-sistem vang lain kurang
difikirkan. Terlalu bersifat rutin dan KkKurang
memperhatikan keterkaltan dengan sub-sisten lain dan
kebanggaan terhadap profesi kurang nampak”.

(Muladi 2 1994)
Sistem pemasyvarakatan sebagal bagian dari sisten

peradilan pidana, secara teoritis maupun empirik tidak dapat
menghidarkan diri dari pengarubh aktifitas fungsi sub-sistem
vang mendahuluinva, apakah Itu sub-sistem kepollsian, kKejaksaan,
maupun pengadilan, sacara timbal balik (feed back). Apa vang
terjadi dalam taraf pemeriksaan di Kepolisian, kejaksaan, dan
proses pengambilan keputusan di pengadilan, vyang menghasilkan
masukan awal (raw input) berupa narapidana, dengan segala
kompleksitas permasalahan vang dibhadapi akibat proses pemeriksa
an pendahuluan yvang dialaminva, akan berpengaruh secara
langsung terhadap keberhasilan fungsi pemasyvarakatan.

Berkaitan dengan sinyalemen tersebut di atas, seorang
sarajana bernama Yello mengatakan bahwa, pengalaman seorangd
tersangka ditahan polisi, cara-cara dia diintrogasi, cara-cara
alat bukti dikumpulkan dan dikemukakan dipengadilan, semua Itu
akan mempengarui tingkah laku ssorandg narapidana terhadap
penguasa dan akan merupakan fakbtor vang menentukan proses
penvesuaiannya dalam proses rehabilitasi. Berdasarkan pendapat



vVello tersebut memberikan gambaran pada kita bahwa, proses
rehabilitasi narapldana sebenarnya tidak dimulai saat seorang
terpidana masuk lembaga pemasyarakatan, akan tetapi jauh sejak
proses awal peneriksaan dikepolisian, disitu telah terjadil
proses rehabllitasi.

Séhubungan dengan pendapat Vello tentang dimulainnya
proses rehabllitasi narapidana, menarik pula untuk kKita simak
pendapat Molly Cheang vang mengatakan bahwa proses pen~
jatuhan pidana di sidang pengadilan dan Kkesan pnarapidana
terhadap putusan hakim terhadap perkaranya, sedikit banvak juga
akan berpengarutt terhadap keberhasilan proses rehabilitasi.
Pada bagian laln dalam pernyvataannva Molly Cheang juga
mengatakan bahwa Ketidak puasan narapidana terhadap putusan
hakim sepanjang menyangkut apa yang dinamakan disparitas pidana
( disparity of sentencing ) dapat megakibatkan demoralisasi
narapidana dan menimbulkan sikap-sikap anti rehabilitasi.

Melihat dari hal-~hal tersebut i atas, sebenarnyva ada
fungsi lain daril lembaga lepas bersyarat vang sangat setrategis
selain sebagai segmen pelaksanaan pemasyarakatan sebagail . metoda
pembinaan narapidana, yaitu dapat berperan sebagal filter
dan sekaligus untuk menghidari dampak negatif dari adanva
disparitas pidana. Hal demikian dimungkinkan mengingat dalam
paelaksanaan lepas bersyvarat pada hakekatnya adalab implementasi
dari prinsip pidana tidak ditentukan secara pasti oleh
pengadilan (indeterminate sentence).

Menylmak dari hal-hal tersebut di atas menarik untuk
diangkat - .o . - « kebearadaan lembaga lepas
hersyarat sebagai salab satu bentuk pembinaan narapidana,
sekaligus sebagai implementasil penerspan asas Indeterminate
sentence dalam tahap kebijakan pelaksanaan pidana, terlebih lagi
apabila dikaji dari sudut pelaksanaan sistem peradilan pidana
secara terpadu.



2. Rermasalahan,

Sistem peradilan pildana (criminal justice system)
merupakan kKesatuan sistem aksi dari sub~sistem - sub-sistem di
dalamnya secara terpadu, menyeluruh dan Integral,dalam suvatu
ikatan pencapaian tujuan tertentu. Kondisi objektif demikian
menempatkan sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang
mempunyal sifat saling katergantungan. Sehingga sekalipun
masing-masing sub-sistem (Repolisian, kKejaksaan, pengadilan
dan lembaga pemasyarakatan) mempunyal tugas dan Kewenangan
sondiri-sandirl harus dihindarkan pola kerja vang bersifat
fragmentaris. Fanatisme dan kebangggaan secara berlebihan
terhadap tugas dan wewenang vang dimiliki suaty sub-sistem,
sahingga mengabalkan tugas-tugas dan Keterkaitannya dengan
fungsi subw~sistem yvang lain, tidak saja menimbulkan proses
penegakan hukum vang bersifat fragmentaris, tetépi juga akan
mangkerdilkan arti dan fungsi sub-sistem Iitu sendiri, pada
akhirnya juga akan berpengaruh (menghambat) bekerjanyva sistem
secara Keseluruhan.

Maelihat hal-hal tersebut di atas, akan diangkat suatu
kajian terhadap keterhubungan antara Lembaga Pemasyarakatan
dengan sub-sistem lainnya dalam kerangka Integrated Criminal
Justice System, lebih KkKhusus lagl terhadap pelaksanaan lepas
bersyarat sebagal salah satu segmen proses Kebijakan pembinaan
narapidana. Untuk memperjelas kajian terhadap topik tersebut i
atas akan dikemukakan beberapa permassalahan sebagal berikut 3

1. Sejaubmana lembaga lepas 'ber$yarat menunjang terciptanya
sistem peradilan pidana vang integratif 7

2. Kendalawkendala {(faktor penghambat) apa saja yang timbul
sehubungan pelaksanaan lepas bersyarat, dalam mendukung
terciptanya sistem peradilan pidana yang integratif 7





